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MODEL PEMASYARAKATAN
YANG IDEAL
Konsep Pembinaan Narapidana Ideal,
Kajian Komparasi Hukum Islam *)
Oleh : Mudzakkir *)
Konsep pembinaan narapidana di Indonesia selama ini
memang hanyak memiliki kelemahan. Proses pemidanaan yang tidak
men-cover penyelesaian psikologis antara pelaku kejahatan dan
korbannya, temyata belum membuahkan hasil yang optimal.
Lain halnya dengan pemidanaan dalam Islam, penyelesaian konflik
interpersonal rnenjadi "mainstream", yang sangat menentukan hukuman.
Mudzakkir, dalam tulisan ini menyajikan suatu komparasi model
pemasyarakatan antara KUHP dan Hukum Islam, untuk menemukan
konsep pembinaan narapidana yang ideal.
PENDAHULUAN
Kajian terhadap model pemasyarakatan materiil), penegak hukum pidana (Hukum
yang ideal terkait dengan beberapa faktor Pidana Formil/Hukum Acara Pidana, dan
sebagai variabel yang menentukan. Pemyataan hukum pelaksanaan pidana yang salah satu
tersebut berdasarkan asumsi dasar bahwa diantaranya adalah pemasyarakatan.
pelaksanaan pidana penjara (pemasyarakatan)'^ Sebagai rangkaian suatu sistem
sebagai bagian dari'sistem peradilan pidana penyetenggaraan hukum pidana, bekeijanya sub
yang terdiri kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sistem yang terakhir dipengaruhi oleh sub-sub
dan pemasyarakatan. Penyelenggaraan hukum sistem sebelumnya, akan tetapi memiliki
pidana ditegakkan melalui mekanisme sistem kedudukan sebagai barometer keberhasilan
peradilan pidana dimulai dari penetapan suatu sistem secara keseluruhan. Oleh sebab
perbuatan yang dilarang (hukum pidana itu, untuk menemukan model pemasyarakatan
*) • Makalah disampaikan pada Seminar Nasionat tentang Pemasyarakatan dengan tema "Pengintegrasian
Tujuan Pemindanaan dengan Sistem Pemasyarakatan Mendatang diselenggarakan kerjasama Departemen Hukum
Pidana, Departemen Hukum Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakaiia: 24 Juli1995.
**) Mudzakkir, SH.MH, adalah alumnus FHUIl, serta dosen padainstusiyang sama. Saatinisedang menempuh
studi S-3 di Universitas Indonesia,
1) Lembaga dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP).
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yang ideal tidak bisa dilepaskandari rangkaian
sistem secara keseluruhan. Adanya rancangan
Undang-undang tentang Pemasyarakatan
menjadi hal yang positif karena sampai
sekarang sampai sekarang beluiti memperoleh
perhatian yang layak dalam kerangka
pembaharuan hukum pidana, akan tetapi
dipandang dari kerangka sistemik
penyelenggaraan Hukum Pidana pengajuan
rancangan undang-undang tersebut patut
dipertanyakan, karena hukum pidana materiil
sebagai hukum yang hendak ditegakkan dan
dilaksanakan masih mengandung cacat-cacat
secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengapa
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang
mengatur tentang pidana, maksud dan tujuan
pemberian pidana, serta bentuk dan macam
pemidanaan tidak diadakan pembaharuan
terlebih dahulu - baru kemudian menetapkan
undang-undang pelaksanaan pidana
(pemasyarakatan). Hukum pidana sebagai
conditio sine quanon adanya pidana penjara
dalam pelaksanaannya memerlukan Undang-
undang pemasyarakatan.^^
Atas dasar argumen tersebut, mencari
model pelaksanaan (pemasyarakatan) yang
ideal tidak terlepas dari tiga pokok pangkal,
yaitu peraturan hukumpidanadanpemidanaan,
penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan
pidana yang salah satu di antaranya adalah
pidana penjara (pemasyarakatan). Makalah ini
mengkaji model pemasyarakatan yang ideal
dengan kajian hal tersebut melalui sudut
pandang hukum pidana Islam (Jinayah).
HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN
Hukum pidanaselalumengandung unsur
pelarangan berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Konsekuensi dari pelanggaran terhadap
pelarangan atau keharusan tersebut yang
bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana
seperti yang diancam dalam peraturan hukum
pidana. Sedangkan ciri dari pidana adalah
adanya unsur menderitakan, sebagai sarana
penyadaran diri agar tidak mengulangi iagi
perbuatan yang tidak baik dan selanjutnya
melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.
Persoalan pokok yang perlu dikemuka-
kan sehubungan dengan pelarangan tersebut
adalah atas dasar apa perbuatan tersebut itu
dilarang dan atas dasar pertimbangan apa
ancaman tersebut ditetapkan. Pertanyaan ini
sulit untuk dijawab secara tepat dan benar,
karena yang menjadi parameter pelarangan dan
penetapanberat ringannyapidana adalah sesuai
atau tidaknya dengan rasa keadilan, sedangkan
rasa keadilan terkait dengan berbagai
kepentingan. Sedangkanformulasi kepentingan
tersebut selalu berhubungan dengan nilai yang
bersumber dari pandangan hidup atau
keyakinan/keimanan. Karena sesuatu
perbuatan baru memiliki nilai tertentu (baik-
buruk, adil-tidak adil) manakala dikaitkan
dengan pandangan hidup atau keimanan
seseorang.
Penetapan suatu perbuatan yang
dilarang dalam hukum pidana harus
mempertimbangkan pandangan hidup yang
bersumber pada keyakinan/keimanan manusia.
Tanpa mempertimbangkan aspek ini, hukum
pidana akan dijadikan alat untuk pemenuhan
kepentingan keiompok tertentu yang kuat atau
yang memiliki kekuasaan.^^
Konstruksi bangunan hukum pidana
yang bersendikan pada nilai yang bersumber
padakeyakinan/keimanan inimendapatpijakan
2) PemUdran yangsamajugapemahdiajukan ketika adanya Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Melihat konsep RUUKUHPnampaknya tetap akanmemperiahankan pidanapenjara
yang dilaksanakan dengan sistempemasyarakatan.
3) Bandingkan dengan sejarah penetapan asas legalitas dalam hukum pidana.
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yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.''^
Hakim setiap memutus suatu perkara selalu
memulainya dengan menyatakan DEMI
KBADILAN BERDASARKAN KE-
TUHANAN YANG MAHA ESA. Jika
proses penegakan hukum yang bersendikan
pada KETUHANAN YANG MAHA ESA,
maka hukum yang hendak ditegakkan harus
juga ditetapkan berdasarkan pada nilm yang
bersumber dari keyakinan terhadap TTJHAN
YANG MAHA ESA. Bepijak dari kerangka
berpikir secara sistemik tersebut terjadi
kontradiksi apabila hakim telah menyatakan
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA temyata
hukum yang hendak ditegakkan memuat
ketentuanyang berlawanan dari nilaikebenaran
yang dikehendaki oleh TUHAN YANG
MAHA ESA.
Selanjutnya, sebagai konsekuensi
dari penganut paham bahwa-sumber nilai ke
benaran yang hendak ditegakkan dilindungi
oleh hukum adalah bersumber dari TUHAN
YANG MAHA ESA, maka muatan materi
hukum pidana adalah merupakan perujud^
atau perumusan kembali nilai atau konsep
kebenaran dari TUHAN YANG MAHA ESA.
Perumusan kembali tersebut dapat dilakukan
melalui empat cara, yaitu mengambil alih begitu
saja atau mengungkapkan/menegaskan kembali
hukum yang telah ditetapkan oleh Allah,
mengambil substansi atau asas hukum yang
telah ditetapkan oleh Allah, atau mengatur
hal yang belumdiatur olehAllahmelaluiproses
penetapan yang semangatnya (ruhnya) sesuai
dengan semangat hukum Allah..
Hal tersebut penting untuk diperhatikan
karena pidana adalah bagian hukum yang
mengatur perilaku manusia yang selalu
menimbulkan akibat yang negati£^merugikan
secara materiil dan immateriil terhadap korban
atau masyarakat dan penjatuhansanksi pidana
yang bersifat menderitakan bahkan mematikan
kepada pelaku. Kehilangan nyawa, pe-
rampasan kemerdekaan atau kehilangan harta
benda merupakan bentuk sanksi pidana yang
diterimasecaraumum sebagai sanksiterhadap
pelanggaran hukum pidana akan menjadi "sia-
sia" jika sekiranya penyelenggaraan hukum
pidana tidak memuat kaidah yang bersifat
transendensi atau didesain. dalam kerangka
membangun hidup dan kehidupan yang
bersendikan pada KETUHANAN YANG
MAHA ESA. Manusia akan memiliki arti dan
baru bermakna dalam hidupnya manakala.ia
bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan
kehendakNya. Manusia baru dikatakan hidup
yang sebenamya apabila ia menjalani hidup
sesuai dengan kodratNya.
Jelas kiranya menemukan idealisasi
pelaksanaan pidana penyelenggaraan hukum
pidana secara model pemasyarakatan -- tanpa
mengkaitkan idealisasi penyelenggaraan hukum
pidana secara keseluruhan yang dimulai dari
perumusan perbuatan yang dilarang dan
penetapan jenis sanksi pidana, dan tata cara
penegakan hukum pidana sebagai suatu
kesatuan sistemik ~ apalagi sistem hukum
Indonesia yang menetapkan. Pancasila dalam
hal ini KETUHANAN YANG MAHA ESA
sebagai sumber dari segala sumber hukum —
tidak bisa dibenarkan. Sistem penyelenggaraan
hukum pidana menjadibagian dari sistem sosial,
sehingga merupakan jaringan sistem untuk
mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tatanan
kehidupan masyarakat yang dicita-citakan.
4) Pembukaan UUD 45 memuat pemyataan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia adalah alas
rdhmatAllah, Pancasila sebagai sumberdari segala sumber hukum pada sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang
Maha Esa, Pasal 29 UUD 45, Undang-undang Namor 14 Tahun 1970. Pasal 4 Ayat (I).
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Memisahkannya, -mengalami disintegrasi
secara fiingsional, yang pada gilirannya akan
menisak atau mengganggu bekerja sistem
secara keseluruhan.
Jika diainalisis secara mendalam, dapat
diteinukan tiga hal pokok (dimensi) dalam
Hukurii pidanaIslam(jinayah) sekaligus menjadi
arahan pokok-dalam penyelesaian pelanggaran
hukumpidana,yaitu pertama,penyelenggaraan
hukum pidana mampu menyelesaikan
hubungannya dengan hak-hak Allah; kedua,
mampu menyelesaikan permasalahan yang
muncul akibat dilakukannya pelanggaran yang
menjadi hak korban/pihak yangdirugikan atau
masyarakat secara kolektif; dan ketiga, mampu
menyelesaikanproblem yang munculdalam diri
pelaku sehubungan denganpelan^aran hukum
pidana yang telah ia lakukan. Ketiga' hal
tersebut menjadi dasar penyelesaian perkara'
yang ideal dalam rangka mengemban fungsi
manusia di muka bumi yang harus menjalin
hubungan secara harmonis antara dirinya
dengan Tuhan, sesama manusia, sesama
makhluk, dan dengan dirinya sendiri.
Dimensi pertama, bersendikan pada
prinsip hidup bahwa Allah itu memiliki otoritas
penuh terhadap ciptaanNya dan manusia telah
menyimpang dari kehendakNya,maka manusia
harus beriisaha — demikian melalui
penyelenggaraan hukum pidana — untuk
mengembalikan atau mengarahkan hidupnya
agar sesuai dengan hidup i^eal yang
dikehendakiNya.Hukum (pidana)padadataran
ini merupakan kehendak Allah.Manusia
memiliki tugas untuk menemukan dan kemudian
mengkonstruksikan kehendak tersebut ke
dalam sistem hukum yang cocok buat
masyarakatnya.
Jika manusia telah melanggar, maka
pengembalian jati diri manusia agar menjdani
hidup sesuai dengan kehendakNya harus
mengikuti tata cara dan prosedur yang telah
ditetapkan. Artinya, manusia tidak memiliki
otoritas, karena hal ini menjadi otoritas Allah
SWT sepenuhnya. Manusia hanya
menyediakan sarana yang bersifat "memaksa"
(masuk dalam hukum pidana/pemidanaah)
melalui penyelenggaraan hukum pidana.
' Dimensi kedua, penyelesaian yang
muncul akibatdilakukannya pelanggaranhukum
pidana yang menjadi hak korban atau pihak
yang dirugikan atau masyarakat secarakolektif
dapat berupa kerugian imateriil dan kerugian
materiil. Kerugian imateriil yang harus
diselesaikah melalui cara rekonsiliasi
(perdamaian) atau pemaafan karena nilai
kerugian tidak bisa diselesaikan melalui
pendekatan psikologis, misalnya adanya
pengakuanbersalah dan pemintaan maafyang
diikuti dengan tindakan atau amalan positif.
Sedangkankerugian materiil menjadi tanggung
jawab sosial pelaku, yakni kerugian langsung/
nyata'dan kerugian tidaklangsung yangbersifat
prospektif(diyat). Artinya,pelakubertanggung
jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan
melakukan tindakan sosial guna menjamin
kelangsungan hidup atau kesejahteraan korban
karena salah satu peran/fiingsi yang telah
dihilangkan atau diganggu oleh pelaku.
Dengan demikian tergambar secara jelas
dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana
yang menimbulkan kerugiansecara materiil dan
imateriil pada korban yang bersifat individual
pilihan jenis dan macam pidana lebih banyak
diatribusikan kepada pemenuhan kepentingan
korban. Sedangkan terhadap perbuatan pidana
yiang menimbulkan kerugian bersifat imateriil
pada masyarakat secara kolektif, pilihan jenis/
macam pidana lebih banyak diaitikan pada
pelaku.Artinyapelaku menjadisentral orientasi
S) Baku PedomanAkademikFakultasHukum UIl, J995,yang menjadiacuankonsep Polallrmah PokokFH UIl.
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penjatuhan pidana,baikmehgenai jenispidana
atau mengenai berat ringannya pidana.
Sehingga dengan pilihanjenis pidana yang tepat
dapat mengantarkan pelaku bertaubat dan
menyesali perbuatannya,selanjutnya menjalani
hidupyaiigbaik dan terpuji.®^
Dimensi ketiga, dimensi diri pelaku.
Penyelenggaraan hukum pidana hams mampu
menyelesaikan problem yangmuncul dalam diri
pelakusehubung^ dengah pelanggaran hukum
pidana yang telah ia lakukan. Segala-tindakan
hukum dimaksud untuk mengembalikan' diri
pelakupada keadaanyang lebih baikdaripada
sebelummelakukan pelanggaran, yangditandai
dengan adanya sikap taubat nashuha, yaitu
tunibiihnya sikap mental yang kuatuntuk tidak
akan mengulangi.lagi perbuatannya dan adanya
istilah (perbaikan) yang ditandai derigan
melakukan amalan yang baik (saleh). Pada
akhimya, apabilatindakan hukum tersebiit telah
dijalani secarabaikdansempuma dapatmenjadi
sarana penghapus perasaan bersalah/dosa,
selanjutnya menumbuhkan sikap mental yang
kuat dan optimis dalam menjalani
kehidupannya.
Dengandemikian, negarabertugasuntuk
menfasilitasi warganya untuk mengatur hidup
dan-kehidupan so'sial yang religius melalui
pengaturan penyelenggaraan hukum pidana.
Sedang bagi yang melanggar hukum pidana
dapat menjadi sarana untuk penghapusan
perasaan bersalah/dosa. Dengan kata lain,
penyelenggaraan hukum pidana bersifat
transendensi.Jika tidak, pidana yang dijatuhkan
bempa perampasan nyawa, perampasan ke-
merdekaan, dan pembayaran sejumlah uang/
harta tidakada maknanya bagi pelaku/penderita
karena tidak membawa kedamaian yang hakiki
sesuai denganideaUsasi hidup yang diyakininya.
Transendensi dalam penyelenggaraan hukum
pidana inipenting, bukansajadapatmendukung
ketaatan atau kesadaran masyarakat terhadap
hukum saja, melainkanjuga untuk mengurangi
beban dan tanggungjawab penegak hukum,





tiga bentuk pidana (hukuman), yaitu qishosh/
diyat, hudud, danta'zir.') •
Qishosh adalah bentuk ancaman pidana
yang mempakan pidana tertinggi yakni pidana
yang seimbang dengan perbuatan yang
dilakukan, selanjutnya disebutkan prinsip
keseimbangan.®^ Prinsip keseimbangan ini
mendukungmaksud agar masing-masing orang
menghargai orang lain seperti halnya
menghargaidirinyasendiri. Prinsip pidana yang
memperhatikan aspekkeseimbangan (qishosh)
ini akan memberi jaminan kelangsunganhidup
manusia. Secara kriminologis prinsip
6) Kejahatan jenis ini disebut had/huduud yang ditafsirkan menjadi hak Allah sepenuhnya sehingga manusia
tidak diberi lempat untuk melakukan ijtihadmengenaipemidahaan di bagian had/huduud. Adajuga yang berpendap'at
masih tetap memberipeluang untuk melakukan ijtihad sepanjang maksud dan tujuannya sesuai dengan prinsip had/
huduucL
7) Mengenai pengelompokan ini ada dua pendapat, yaknipertama, karena berkaitan dengan hak Allah dan hak
manusia sebagaimana dilegaskan dalam Al-Qur'an, maka hukumnya bersifatpasti dan tidak dapat diubah, kedua,
pendapatyang menyatakan bahwa pengelompokan tersebui tidak bersifat mutlak.
8) Qishosh disebut sebagai pidana balasan yang seimbangyakni perampasan nyawa dibalas/diseimbangkan
dengan nyawa,perlukaanfisik/anggota badan dibalas/diseimbangkan dengan perlukaanjisik/anggota badan yang
sama, Dikatakan sebagai pidana tertinggi (mtUcsimum) karena dalam situasi dan kodisi tertentu dapat diperingan,
bahkan ada yang berpendapat bahwa qishosh, maaf, atau diyat sebagaipidana altematif.
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keseimbangan ini dapat menciptakan hidup
yang saling mengbargai hak-hak orang lain —
karena dirinya juga tidak mau diganggu oleb
orang lain — dan setiap individu akan menjaga
dirinya sendiri (memiliki "selfdefense mecha
nism ") untuk tidak melakukan tindakan fisik
yang dapat melukai atau menimbulkan
kematian.
Kematian, demikian juga peristiwa
kebidupan lainnya, pada dasamya merupakan
taqdir Allab, dan tindakan hukum terhadap
pelaku tidak akan mungkin mengembalikan
yang telab mati menjadi hidup kembali. Oleb
sebab itu, pihak yang dirugikan, dalam bal ini
keluarga korban yang barus menanggung
beban sosial sebubungan dengan kematian
tersebut diberi hak bukum (prerogatif) untuk
memilib jenis pidana antara qisbosb atau
memberikan maaf— sekaligus sebagai
pelepasan/pengbapusan hukum qisbosb.
Apabila keluarga korban memberi maaf, maka
kewajiban pelaku untuk memberi/membayar
diyat. Demikian juga terhadap perlukaan fisik/
badan, pibak penderita/korban diberi bak bukum
(prerogatif) untuk menentukan pilihan pidana
antara qisbosb atau memaafkan yang diikuti
dengan pembayaran diyat.®^
Pembayaran diyat sering disamakan
dengan denda atau ganti rugi. Memang
keduanya mengandung unsur kesamaan, yakni
pemberian dari pelaku kepada pihak yang
menderita kerugian akibat dari dilakukannya
suatu pelanggaran bukum pidana. Diyat tidak
sekedar pemberian ganti rugi yang kadang-
kadang sulit untuk ditetapkan perbitungan nilai
kerugiannya, tetapi lebib merupakan bukti
tan^ungjawab pelaku terhadap perbuatannya;
Perbuatan pelaku telab menimbulkan akibat
sosial psikologis, kbususnya di bidang sosial
ekonomi, sebagai konsekuensinya —karena
telab dimaafkan dan terbatas dari bukum yang
telab lebib berat/qishosh — pelaku dibebani
kewajiban/tanggungjawab sosial untuk
menyantuni terhadap korban/keluarganya.
Sehingga, dengan adanya santunan tersebut
akan menjamin kelangsungan bidup dan
kesejahteraan korban/keluarga korban di masa
mendatang. Jadi yang dipentingkan bukan
pembayaran sejumlab uang sebagai pengganti
dari biaya-biaya yang telab dikeluarkan untuk
merawat atau menyembubkan akibat
perbuatan pelaku — itupun barus dibuktikan
dengan bukti kuitansi/nota pengeluaran seperti
yang dipraktekkan di Indonesia selama ini —
melainkan pada pembayaran atau penyediaan
dana untuk bal-ba! yang bersifat prospektif
masa depan korban.
Hudud merupakan bentuk pelanggaran/
kejabatan tertentu yang mengganggu atau
mengancamtertib sosiaP®^ yang bentuk-bentuk
pidananya ditetapkan sebagai berikut: pidana
atas jiwa (dilakukandengan cara bunub dengan
pedang, pidana mati dengan cara penyaliban,
atau pidana mati dengan ranjam), pidana atas
anggota badan (pidana potong tangan dan kaki,
pidanapotongtangan atau kaki,pidana cambuk/
dera, pidana pemukulandan/ataupenamparang
tangan, atau pidana pemukulan dengan
tongkat), pidana atas kemerdekaan (pidana
pembuangan atau pengusiran atau pidana
9) Allah mengingatkan bahwa altematifpemaafan Uumerupakan keringanan dan rahmat bagi manusia {QS 2
Ayat 178-179).
10) Perbuatan pidana (jarimah) yang termasuk jarimah hudud adalah zina; mengacau/pemberoniak; tuduhan
zina; pencurian; perampokan; pemabukan; dan murtad.
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kurungan), dan pidana atas harta kekayaan,
bempa diyat dan kafiferah."^
Pidana ta'zir merupakan pidana
pengembangan yang esensinya tidak boleh
bertentangan dengan esensi pidana yang telah
ditetapkan oleh Allah. Pidana ta'zir dapat
ditetapkan sesuai dengan kontek sosial atau
kebutuhan masyarakat. Pidana ta'zir diberikan
teihadap perbuatan-perbuatah yang bentuk atau
ancamannya telah ditentukan oleh nash akan
tetapi tidak disertai dengan bentuk pidananya
atau perbuatan buriik lainnyayang tidak sejalan
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam
nash yang bentuk dan macam perbuatan serta
jenis ancaman sanksi pidananya diserahkan
kepada kebijakan maniisia sendiri. Adanya
pidana ta'zir merupakan bentuk dari keluwesan
hukum pidana Islam untuk mengantisipasi atau
menyesuaikan kebutuhan hidup masyarakat
dan menselaraskan dengan semangat
penetapan hiikum nash. Sekaligus memberi
kekuasaan- untuk' menerapkan atau me-
masukkan pesah-pesan akhlakulkarimah
dalam tatan^ sistem hukum yang cocok bagi
masyarakat.
Adapun bentuk perbuatan yang secara
tegas diatur dalam nash bentuk perbuatannya
maupun ancaman pidana dapat disebut sebagai
berikut: 1. pembunuhan (sengaja, serupa
sengaja, dan khila£^alpa); 2. penganiayaan; 3.
perzinahan;4. tuduhanpalsu zina; 5. pencurian;
6. pelacuran; 7. pemabukan;.8..pengacau atau
pemberontak; 9. murtad.'^^ Sedangkan
perbuatan yang diatur/dilarang dalam nash baik
macam ataupun jenisnya akan tetapi tidak
ditentukan jenis dan macamnya pidana cukup
banyak, kurang lebih ada 33 jenis perbuatan.
PIDANA PENGASINGAN
Sebagaimana telah diuraikan bahwa
Hukum pidana Islam mengenal juga pidana
pembatasan/pencabutan kemerdekaan.
Aadapun bentuk pembatasan/pencabutan
kemerdekaan tersebut dikenal dengan dua
bentuk, yaitu:
1. Diasingkan/dibuang dari negeri (tempat
tinggalnya)
AI'Qur'an Surah 5 Ayat 33 dan 34 me-
muat ketentuan :
"Sesungguhnya pembalasan bagi orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kakinya mereka
secara timbal balik, atau dibuang dari
negeri (tempat kediamannyq) (yunfaw
al-ardhi).
Kecuali orang-orang yang bertaubat (di
aiitara mereka) sebelum kamu dapat
11) JimlyAsshiddiqie, PembauranHukumPidanaIndonesia|'Bflnrfun^.-/ian^A:flM, 1995), him. llS.Jimfyberulang
kali menyebutkan kaffarah sebagai hukuman yang bersifaireligius, seolah-olah bentukpidana lainnya tidak bersifat
religius, sehingga tidak memasukkan kaffarah sebagai bagian dari bentuk pidana huduud. Dasar Hukum adanya
pidana tersebut qdalah : 01. Qishosh atasjiwa (QS 2:178 dan QS 5:45) ; 02. Qishosh alas anggota badan (QS 5
: 45): 03. Pidana denda ganti rugi (diyat) (QS 2:178 dan QS4:92); 04. Pidana Mati (QS 5 :3); 05 Pidana Salib
(QS5:33);06. PidanaPotongTangandankald(QS5:33);07. PidanaPotong tangan/kaki(QS5:38);08.Pidana
atas kemerdekaan dengan dibuang/diusir (QS 5 :33); 09. Pidana dera atau cambuk (QS 24 : 2,4) ; 10. Kewajiban
"kaffarah" (QS4:92).
12) Dasar Hukumnya adalah : 1. QS Baqoroh (02): 178,-2. QS Nisa'(02): 92,-3. QSMaidah (05): 33; 4. QS
Maidah (05): 38; 5., QSMaidah (05): 45; 6. QSAnnur (24): 2; 7. QSAnnur (24): 4; 8. QSAnnur (24): 4;-
13) Selanjutnya, lihat karangan Marsum yang berjudul Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana
Islam (Yogyakarta: Perpustakaan Fakulias Hukum UII, 1992) menguraikan tentang bentuk dm ancaman pidana
ta 'zir tersebut.
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menguasai (menangkap) mereka; maka
ketahuiiah bahwasannya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.'"''^
2. Mengurung dalam rumah:
Al-Qufan Srah 4 ayat 15 dan 16 :
"Dan (terhadap) para wanita yang
mengerjakan perbuatan keji/^'
hendaklah ada empat orang saksi
diantara kamu (yang menyaksikannya).
Kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai
mereka menemui ajalnya atau sampai
Allah memberi jalan yang lain
kepadanya. Dan terhadap dua orang
yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, maka berilah hukuman kepada
keduanya, kemudian jika keduanya
bertaubat dan memperbaiki diri, maka
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang."^®^
Tindakan pengasingan/pembuangan
atau pengurungan dalam satu rumah tersebut
adalah sebagai tindakan penghukuman
(pemidanaan). Terpidana/terhukum diasingkan
dari kehidupan atau pergaulan hidup sehari-
hari.Terpidana/terhukum dibatasi/dicabut hak
atau kemerdekaannya untuk hidup bersama
dengan masyarakat asalnya karena pelaku
telahmelakukan perbuatanyangmengganggu/
menggoncangkan sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Secarapsikologis, apabila pelaku
tetap hidup bersama dengan masyarakat akan
menimbulkan suasana ketidak-tentraman atau
ketidak'harmonisan hidup antarapelaku sendiri
dengan keluarganya dan antara pelakudengan
masyarakat keseluruhan. Olehsebabitu, dalam
suasana ketidaktentraman atau ketidak
harmonisan tersebut pelaku perlu diasingkan
dari kehidupansehari-hari.
Ada dua alasan menjatuhkan pidana
pengasingan, menurut Marsum, pertama,
hukuman tersebut dijatuhkan agar segera
menghapus ingatan masyarakat terhadap
jarimah (perbuatan pidana) dan pengasingan
menipakan jalan terbaik bagi pelaku; kedua,
akibat penjatuhanhukumantersebut terhukum
kehilangan sumber matapencahariannya, maka
pengasingan merupakan harapan bagi
kehidupannya dimasa mendatang.''^ kebaikan
dan kepentingan sipelaku sendiri di samping
untuk menjaga integritas atau keutuhan
masyarakat.
14) Departemen Agama RI., Al-Qur'an danTedemahannya, EdisiTahun 11/1985/1986.
15) ydng dimaksud dengan perbuatan keji menurut mufassiiin adalahperbuatan zina, lesbian, dan perbuatan
mesum lainnya.
16) Ayatini diturunkan sebelum turunnya QS 24Ayat 2.Bagimereka yangmengakuiadanya "nasikh-mansukh"
dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka yang menjadi sumber adalah QS 24Ayat 2.Sedangkan.bagi mereka yang tidak
menyetujuipenggunaan penafsiran "nasikh-mansukh adanya duaataulebih mengatur halyangsamayangmemuat
ancaman pidanayangberbeda dipahami bahwa adanya aspek-aspeksoaial atauadanyaperkembangan kebutuhan
masyarakatyangperlu dipertimbangkan sehingga adanyaancaman yang berbeda tersebut. JimfyAshiddiqieberpendapal
bahwa Al-Qur'an yang lebih berfungsi sebagai kitab sumber hukum daripadakitab hukum,maka kandungan isiAl-
Qur'an itu, secara totalitas, harus dilihat sebagai kesatuan yang utuh sember perumusan hukum positif. Dengan
demUdan QS4Ayat 15danQS24Ayat24haruslah diperlakukansederajadsebagai sumberhukum (Op Cit, him. 101).
Jadiadanya bentukpidanapenjara menjadi cambuk terhadap pelaku zina dapat dipahami secara alternatif, artinya
pada saat yang bersamaan keduanya dianggap berlaku dan penerapannya digantungkan kepada kebutuhan in-
concreto menurut kasusnya.
17). Marsum, Jinayal (Hukum Pidaanalsi^) (Yogykarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UU, 1991), him. 188.
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Delik (jaiimah) yang memuat pidana
pengasingan selalu terkait dengan perbuatan
yang mengganggu ketentraman hidup
masyarakat/tertib sosial atau mel^ggar nilai
yarig diagungkan oleh masyarakat yang
mengakibatkan terganggunya ketentraman atau
keharmonisan'hidup masyarakat.'®'
Pada prinsipnya pelaku hams menjalani
hiduppengasingan atau ke luar darikehidupan
masyarakat yang telah terganggu ke-
seimbanganakibat dilakukansuatu perbuatan.
Selanjutnyadi mahakah pelaku hamsmenjalani
hidup pengasingan tersebut ? Jika esensi dari
pengasingan adalah pembatasan/pencabutan
hak untuk hidup bergaul dengan masyarakat,
maka tindakan yang dapat dilakukan adalah
diasingkan dari negara ke negara lain,
diasingkandari lingkungan masyarakat tempat
ia tinggal ke masyarakat (daerah) lain daiam
satu negara, diasingkan dari masyarakat
kemudianmenjalani hidup dalam suatu mmah/
lembaga yang dibatasi kebebasannyamenjalin
hubungan atau bergaul dengan masyarakat.
Jadi, tindakan pengasingan secara fisik
dan psikis tersebut dimaksudkan agar pelaku
terhindar dari kebiasaan melakukan perbuatan
yang tidak baikdan kemudian mengubah sikap
hidupnya (korektif) menjadi lebih baik.
Mengubah mental atau sikap hidup dengan
menjalani hidup bersama dengan masyarakat
yang secara sosio kultural dan lingkunganyang
belum dikenalnya untuk melakukan perbuatan/
aktivitas yang bersifat korektif (instrospeksi).
Hidup dalam pengasingan pengandimg unsur
edukatifdari kebiasaan melakukan perbuatan
yangtidakbaikuntukmenjalani kehidupan yang
lebih baik melalui proses penyadaran diri
(peningkatan kualitas iman)'^' dan penyadaran
sosial. jadi yang dipentingkan adalah
pembentukan sikap mental atau kepribadian
yang baik sebagai perwujudan dari kesadaran
dirisehinggadapat menempatkan imansebagai
psikomotorik (taubatan nashuha) dan mejalani
hidup penuh optimis. Seperti ditegaskan oleh
Abduh, sikap taubat itu bukan semata-mata





penjara seperti praktek yang berlaku sekarang.
Jimly Asshiddiqie secara tegas menyatakan
bahwa bentuk pidana penjara diatur dalam
sistem hukum pidana Islam, akan tetapi
penerapannya digantungkan kepada
perkembangan kebutuhan dalam masyarakat.
Ada tidaknya bentuk pidana penjara itu
tergantung kepada pilihan kebijakan menumt
situasi. Ada tidaknya gagasan kepenjaraan itu
lebih baiktergantungkepadapolitikpemidanaan
politik kriminil yang dianut suatu masyarakat
atau negara.^"
Selanjutnya untuk memperkuat
pendapatnya. Jimly Asshiddiqie melalui telaah
sosiologis pidana penjara dapat dijadikan
sebagai pengganti pidana pengasingan/
18) Adapunkejahalanyangada altematifpidanapengasingan/pembuanganiniadalah perbuaianyang lennasuk
hudud/had, yaitu melakukanperbuatan keji, memerangi Allah dan Rasulnya, dan membuat kerusakan di muka bumi
(pengacau/pemberaontak/mengganggu keamanan).
19) Imam GazalidalamkarangannyayangberjudulYsabsS(Jakarta: Tintamas, 1983), him. 135-139, menguraikan
tentangsebab-sebab orang berbuatdosa dan metpdepencegahanjuga menegaskan hal yang sama. ,
20) Haliman, Hukum Pidana SJariai Islam menumt Adjaran Ahlus Sunnab (Jakarta: Butan Bintang, 1971),
him. 261.
21) Jimly Asshiddiqie, Op Cit him 101-102.
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pembuangan, karena situasi kehidupan
modern sekarang ini dimana. sarana
perhubimgan antara suatu tempat ke tempat
yang lain tidak lagi menjadi persoalan. pidana
pembuangan ke tempat terpencil atau
semacamnya,,tidak lagi efektifsebagai bentuk
pidana, atau palingkurangessensinya sebagai
pidana atas kemerdekaan sudah berubah.^^^
Pendapat lainnya menyatakan bahwa
pidana pengasingan/pembuangan tidak identik
dengan pidana penjara. Menurut Hazairin
dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa
Qur'an tidak manmemilih penjarasebagaialat
hukuman. Akan tetapi ia menyetujui adanya
tempat-tempat tahanan (yang mirip dengan
penjara) kerena kebutuhan untuk kepentmgan
pemeriksaan.^^^
Antara pengasingan/pembuangan
dengan penjara secara substansial berbeda,
namun demikian ada unsur kesamaannya yaitu
model pembatasan kemerdekaan atau hak
hidup untuk bergaul secara bebas dengan
masyarakat tempat ia tinggal. Ada beberapa
alasan untuk tidak menyamakan antara pidana
pengasingan dengan pidanapenjaraseperti yang
dikenal dewasa ini.Pertama, pengasingan tidak
berkonotasi hidup dalam penutupan atau
penyekapan dalam sel seperti dalam penjara
(lembaga penjara) Kedua, bentuk pe
ngasingan dapat dilakukan dengan cara
menjalani hidup di lingkungan baru yang
memungkinkan ia bisa menjalani hidup yang
lebih baik, yakni hidup dalam lingkungan
masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup
yang baikdanmulia dalam satunegara lain atau
dari satu daerah ke daerah Jain yang
memungkinkan terpidana dapat hidup bergaul
dan beradaptasi dengan masyarakat secara
baik.Cara inidilakukanuntukmemperbarui atau
memperbaiki cara hidupnya yang sebelumnya
dinilai salah. Sebaliknya pelaksanaan pidana
penjara, terpidana menjalani hidup dalam
lembaga penjara bersama dengan 'masyarakat'
sesamapelanggar hukum pidana(narapidana).
Sampai sejauh ini penulisbelum pemah
menemukan teori perilaku sosial yang dapat
dijadikan pembenar terhadap pelaksanaan
pidana dengan sistem penjara seperti model
yang diberlakukan sekarang ini, yaitu
membiarkannarapidana hidup bersama dengan
masyarakat sesama orang pelanggar hukum
yang semuanya orang yang berperilaku tidak
baik — paling tidak indikasi ketidak-baikan
tersebut berdasarkan pada keputusan hakim,
yaitu sebagai orang yang melanggar hukum
pidana —akan menjadi orang yanglebih baik,
Manusia sebagai mahluk sosial cenderung
beradaptasi dan dipengaruhi oleh lingkungan-
nya, terutama lingkungan yang paling dekat.
Oleh sebab itu, lingkungan masyarakat yang
memilikikebiasaan baik dapat membentuk dan
mempengaruhi watak/karakter atau- ke-
pribadian yang baik — setidak-tidaknya
lingkungan sosialdapat mengkondisikan untuk
bersikap dan berperilaku yang baik ™
sebaliknya lingkungan masyarakat yang
memiliki kebiasaan yang tidak baik cenderung
membentuk dan mempengaruhi watak/karakter
22) [bid, him. 103-104. '
23) Hazairin, Tujub serangkai tentang Hukum (Jakarta: BinaAksara, 1981), him 14 dan 37. Jika di negara-
negaraIslam praktek hukumpidanaadapenjara, dikaiakannya merupakan "penyelewengan " atau tindakan darurat
atau mungldn bukan sebagai hukuman melainkan sebagai tahanan.
24) Pelaksanaanpidanapenjara dari model tertutup dalamsuatutembok lembaga, akhir-akhir inidikembangkan
modelpenjaraterbuka (open prison), khususnya baginarapidanayang telah menjalani masa tertentu danberkondite
baik. DiIndonesia juga diperkenalkan (sebagai proyek percontohan) model pembinaan narapidanasecara terbuka;
misalnya di Bandung.
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atau kepribadian yang tidak baik pula, karena
lingkiuigan sosial - lahyangmengkondisikannya
pembentukan karekter tersebut.^^^
Kehidupan masyarakat narapidana di
penjara diindikasikan telah membentuk apa
yang disebut dengan sub-kultur yang
berkonotasi negatif. Olehsebab itu, masyarakat
sering merasa khawatir terhadap narapidana
yang telah selesai menjalani pidananya atau
keluar dari lembaga pemasyarakatan
(penjara).Bahkan disinyalir sub-kultur
tersebut dapat membentuk karakter narapidana
yang kadang berlanjut ketika narapidana
keluar'lembaga pemasyarakatan. Keberadaan
sub-kultur masyarakat narapidana tersebut
memangsulituntukdibuktikan danmungkinjuga
tidak terjangkau atau tidak diketahui oleh
petugas pemasyarakatan, akan tetapi
kebenaran pemyataan tersebut dapat diterima
secara umum. Masyarakat pada umumnya
tidak menerima sepenuhnya bahwa seseorang
yang telah menjalani pidana penjara di lembaga
pemasyarakatan telah menjadi orang baik dan
menjadi anggota masyarakat biasa, melainkan
masih penuh dengan kewaspadaan dan
kecurigaan.^'^
Sehubungan dengan hal tersebut, model
pengasingan menghendaki adanya integrasi
dengan lingkungan masyarakat yang memiliki
kebiasaan yang baik dan meogkondisikan
terpidana berbuat baik (taubat-nashuka). Jelas
kiranya bahwa Hukum pidana Islam tidak
menghendaki pidanapengasinganseperti pidana
penjara yang dipraktekkan seperti sekarang ini
yang dibatasi dalam waktu tertentu sebagai
batasan waktu mejalanipidana penjara, terlepas
apakah sudah menjadi baik/taubat atau belum
karena hakim pada saat memutus lama waktu
pidana penjara pada umumnya tidak
mempertimbangkan ha! itu. Sedangkan pidana
pengasingan tidak ditetapkan menurut jangka
waktu tertentu tetapi sampai yang bersangkutan
benar-benar taubat.^®^
PEMBINAAN NARAPIDANA: Catatan
terhadap konsep RUU Pemasyarakatan
'Dari pembahasan pada bab-bab
sebelumnya telah diuraikan bahwa
penyelenggaraan hukum pidana yang berakibat
hilangnya nyawa seseorang (mati), perampasan
kemerdekaan, hilangnya harta benda terhadap
terpidanahams memiliki sifat transendensiyang
dimulai dari kebijakan legislatif pemmusan
perbuatan yang dilarang, penegakan hukum
pidana, dan pelaksanaan hukum pidana. Hanya
25) Karena terkail dengan sikap dan perilaku manusia, makatingkat signifikansikorelasitersebut sering berubah.
26) Kekhawatiran lersebulbisadisebabkan karenaadanyabalasdendamterhadap atausaksi-saksiatau masyarakat
yang menangkap/melaporkannya, atau karena hubungannya dengan korban/masyarakat secara psikologis belum
terpulihkan kendalipun pelaku telah dijaluhi dan mejalanipidana penjara, atau ketakutan disebabkan karena pelaku
memperoleh pengetahuan tentang seluk-belukkejahatan yang semakin tinggi ('profesional') dan mengembangkah
jaringan organisasiyang berlanjut ketika ia hidup dalam lembaga pemasyarakatan.
27) PenelitianAltu Karomah tentang "Penerimaan Masyarakat terhadap BekasNarapidana dalam Kaitannya
dengan Tujuan Pemasyarakatan: StudiKasua di Daerah Lownu Kotamadya Yogyakarta " dalam rangka penulisan
skripsi di Fakullas Hukum Ull membukiikan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menerima bekas narapidana.
Dalam prkteknya, bukan hanya masyarakatyang tidakmenerimasepenuhnya terhadap mantan narapidana, tetapi
juga pemeriniah yang secara tegas dalam menerima pegawai negerijuga mensyaratkanadanya keterangan yang
menyatakanpelamar tidakpemah dihukum/pidana atau kelakuan baik. Seringmenjadiperdebatan mengenaisikap
terhadap bekasnarapidana tersebutyaituyang salah masyarakatnyakarena tidakmau menerimabekasnarapidana
atau narapidananya yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya.
28) Halimah, Op. Oil. him. 155-256. •
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dengan muatan tersebut (maksud tr^edensi)
segala tindakan hukum (pidana) dan
melaksanakan pidana akan bermakna bagi
masyarakat yang ingin membentuk idealisasi
manusia yang seutuhnya.
Melakukan perbuatan pidana berarti
telah melakukan perbuatan yang melanggar
atau mengganggu keseimbangan hidup yang
bersendikan pada terjalinnya hubungan yang
harmonis dan tanggungjawab dengan Tuhan,
manusiadan makhluk lainnya, dan terhadap diri
sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap
pelanggaran hukum pidana berpangkal pada
teijalinnya kembali hubungannya denga Tuhan
(menjadi otoritas Allah) dengan melakukan
perbuatan yang telah ditetapkan sebagai sarana
penerimaan taubat, menjalin kembali hubungan
baik dengan mariiisia dengan baik secara
individu maupun secara kolektif(masyarakat)
melalui tindakan yang bersifat psikologis
(pemyataan maaf) danjaminan kehidupan dan
kesejahteraan sosial sebagai perwujudan
tanggungjawab pel^u, danakhimyasemuaitu
dilakukan dalam kerangka penebusan dosa
(menghilangkan rasa bersalah),yang ditandai
dengan adanya.sikap penyesalan dan.me
lakukan perbuatan yang baik dan terpuji
(taubatan nashuha). :
Tindakan penghukuman pada dasamya
ditujukan untuk membentuk sikap mental/
kepribadian yang kuat melalui proses
penyadaran diri(peningk'atan kualitas iman) dan
penyadaran sosial sehingga dapat
menempatkan iman sebagai psikomotorik dan
dapat menjalani hiduppenuhoptimis(taubatan
nashuha). Oleh sebab itu, esensi tujuah
penjatuhan pidana adalah penyadaran diri
secara totalitas pelaku.
Pidana penjarayangsementara dianggap
sebagai pidana "unggulan" — karena hampir
setiap pelanggaran hukum pidanaselalu disertai
dengan ancaman pidana penjara, baik dalam
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KUH? maupun dalam Konsep RUU KUHP
sebaliknya perlu pikirkan kembali
efektivitasnya sebagai-sarana penghapus rasa
bersalah atau penebusan/penghapusan dosa
pelaku sekaligus sebagai media pembinaan atau
pembimbing narapidana untuk menjadi manusia
seutuhnya, bertaqwa, sehat dan
bertanggungjawab pada,diri, keluarga dan
masyarakat (Pasal 2).
Selanjutnya, jika pidana penjara tetap
dipertahankan sebagai salah satu bentuk pidana
(pokok) dalam Konsep RUU KUHP
mendatang dan pelaksanaannya dilakukan
dengan sistem pemasyarakat^ sebagaimana
yang • diatur dalam RUU tentang
Pemasyarakatan, perlu dipertimbahgkan
beberapa hal:,
1. Pelaksanaan pidana penjara,(pemasya
rakatan) merupakan rangkaian sistemik
yang tidak dapat dipisahkan dari, sistem
penyelenggaraan hukum pidana sebagai
perwujudan dan pelaksanaan keirhanan
kepada TUHAN YANG MAHA ESA
sebagai konsekuensi dari penetapan
Pancasila sebagai sumber dari segala
' -sumberhukumdan penegakanhukum yang
berorientasi pada, DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.
2. Pelaksanaan pidana dengan sistem
pemasyarakatan berorientasi pada
perbaikan si pelaku yang menjangkau pada
aspek'perbaikan hubungan dengan luhan,
manusia ataii sesama makhluk, dan pada
diri sendiri yarig pada akhirnya dapat
sebagai sarana penghapus rasa bersalah/
dosa dan membentuk sikap taubat nashuha,
yakni sikap penyesalan dan memiliki
integritas kepribadian yang kuat menjalani
hidupsosialnyayang lebihbaik.
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3. Dalam rangka penghapusan dosa tersebut
perlu diintensifkan kegiatan yang bersi&t
peningkatan kualitas iman yang diikuti
dengan melakswakan perbuatan tertentu
sesuai dengan tuntunan agama sebagai
bagian yang integral sistem pemasya-
rakatan, misalnya pernyataan taubat,
permintaan nmf kepada korban balk yang
bersifat individual atau masyarakat yang
bersifatkolektif, menjalanipuasa, membayar
kafarah, dan bentuk perbuatan-perbuatan
lainnya yang sejenis.
4. Perlu dipikirkan kembali mengenai
pembina^ sistem pemasyarakatan dengan
sistem tertentu dalam sel lembaga
pemasyarakatan di tempat mana narapidana
hidup bergaul secara bebas dengan
masyarakat sesama narapidana. Cara
semacam ini terbukti mengandung banyak
kelemahan. Perlu dipikirkan untuk
mengganti model pembinaan dengan cara
mengintegresikan dengan kehidupan
masyarakat yang baik (bukan sesama
narapidana) yang dapat mengkondisikan
narapidana beradaptasi dan bergaul serta
dapat membentuk kepribadianyang baik.
5. Perlu dipikirkan tentang pemberian santunan
kepada koban kejahatan yang menimbulkan
kerugian secara individual (qishoshdiyat)
sebagai bagian dari pemindanaanatau
pelaksanaan pidana. Santunan sosial
tersebut dapat dibayarkan pada saat
menjalani pidana atau setelah menjalani
pidana. Santunan sosial tersebut sebagai
wujud tanggungjawab pelaku terhadap
akibat-akibat ya.ng ditimbulkan oleh
perbuatan pelaku.
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6. Perlu pengaturan pedoman pembinaan yang
lebihoperasionalyang langsungdimasukkan
dalampasal-pasalRUU bukan diatur dalam
Peraturan Pemerintah (Pasal 7 Ayat 2)
sehingga dapat tergambarkan secara jelas
sistem pemasyarakatan yang dikehendaki
sekaligus untuk mempertahankan idealisasi
antara tujuan (Pasal 2), asas sistem
pemasyarakatan (Pasal 5), hak-hak
narapidana. (Pasal 14 Ayat 1), dikaitkan
dengan materi dalam pertimbangan dan
penjelasan umum, khusiisnya alinea
pertama.
7. Perlu kiranya menjadikan agama sebagai
model pendekatan pembinaan. terhadap
narapidana sehingga agama bukan semata-
mata dijadikan sebagai hak yang harus
dihormati melainkan suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan sebagai sarana
pembentukan kepribadian dan sekaligus
sebagai sarana untuk mohon ampun kepada
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